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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.65/Menhut-11/2011
TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF

GENDER BIDANG KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa di dalam pembangunan kehutanan masih terjadi kesenjangan
partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara kaum laki-laki
dan perempuan, serta penanganan hak-hak perempuan di bidang
kehutanan sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
kehutanan;

. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional antara lain di
instruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang
berperspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan
masing-masing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang
Kehutanan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
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Menetapkan :

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-11/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

Peraturan Menteri  Kehutanan Republik  Indonesia Nomor
P.42/Menhut-11/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.01/Menhut-
[1/2011 Tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Kehutanan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/L embaga Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
BIDANG KEHUTANAN.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan sebagaimana

tercantum

dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 11 Oktober 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 14 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 641
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